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PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJIO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARIO
NOMOR 4  TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

-
g
Menimbang
Mengingat
™

!:Q

KABUPAle SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IA ESA
BUPATI SUKCHARJO,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84

Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah, maka -

perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Urgamsas1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

* Sukoharjo,

bahwa sehubungan huruf a tersebut d1 atas, perlu diatur denﬁan
Peraturan. Daerah.

. Undang-undang- Nomor 13 .Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang~unckmg Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pe*nelmtah‘m
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Undang~undang Nomor 25 ‘Tahun 1999 - tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat'dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan_

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJ &

Menetapkan

MEMUTUSKAN;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SUKQOHARJO.
BABI
K_ETENI"UAN-)UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dacral ini yang dimaksud dengan:
"Daerah adalah Kabupaten Sukbharjo.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

o po o

Sukoharjo. _ _
Kepala Kantor adalali Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.

bz

g Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak svscorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan *organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

‘didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri, ' '
BAB II
' PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daei'ah ini dibentuk Kantof Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kantor
Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten



BAB 1II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FITNGST

Pasal 3

(1) Kantor Satpol PP mcmpakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten

yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melaiui Sekretaris Daerah.,

(2) Kantor Satpol PP mempunyai tugas pokok membaniu Bupali dalan
‘penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta urituk mencgakkan Peraturan Dacrah.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini, Kantor Satpol PP mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban
 umum serta penegakan Peraiuran Dacrah;
b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

(#) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kanior Satpol PP sebagaimana
dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAD IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

Susunan Organisasi Kantor Satpol PP terdiri atas:

2. Sub Bagian Tata Usaha; ?

b. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; _

¢. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

d. Seksi Pembinaan Personil dan Sarana Prasarana;
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Tata Usaha _sebagaimaiha dimaksud Pasal 4 huruf a dipimpin
oleh scorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor.

{2) Mas.ing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, ¢ dan d
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung

Jawab kepada Kepala_ Kantor.

(3) Kelompok Jabatan Fungsfonal scbagaimana dimaksud Pasal 4 luruf ¢
dipimpin oleh seorang tenaga -fungsional vang ditunjuk oleh Kepala
Kantor. I :
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Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Kanior Satpol PP sobagaimans torscbut dalém
Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
| :Bagim-Pertmna_
| Esclon
Pasal 7
(1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon la.
(2) Kepala Sub':'Bagig dan Kepéiafseksi adalah Jabatan Eselon IVa.
" BaganKedua
Pengangkatan dan Pembethentian
R  Paal s
(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan olch Bupati

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Scksi dapa diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

~ "BAB VI
*'KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang -
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak bertaku.

Pasal 10
Peraturan Dagrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  Peraturan:
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo.
- Diundangkan di Sukoharjo ' Disahkan di Sukohatjo -
‘Pada tanggal 30 Maret 2001 o pada tanggal 27 Maret 2001

BUPAT] SUKOHARJO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
- TAHUN 2001 NOMOR 8




LAMPIRAN. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-
AN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
: KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA
1
 SUB BAGILAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
l \
SEKSI SEKSI SEKST
PENEGAKAN PERATURAN KETENTERAMAN DAN || PEMBINAAN PERSONIL
DAERAH ‘ KETERTIBAN DAN SARANA
PRASARANA

BUPATI KOHARJO,

BAMBANG RIYANTO



PENJELASAN
ATAS .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKOHARJO

I PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Und'ang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1), bahwa
susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah” sesuai -
dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Noor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Organisasi Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

a. Pembentukan Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo;

b. Kedudukan Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo;

¢. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo secara garis.
besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan
Keputusan Bupati,

d. Susunan Organisasi Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Sub

Bagian , 3 Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional

Eselon Jabatan:

- Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon Illa; .

- Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, adalah jabatan Eselon [Va;

f. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor, Kepala Seksi, dan Kepala Sub
" Bagian, :
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Il PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 . Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas. .

Ayat (3) huruf a © Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan
Daerah adalah  perumusan pedoman, perencanaan,

pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan
pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman
dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.



Ayat(3thuruf b © Yang dimaksud pelayanan penunjang penyelenggaraan
pemerintahan Daerah adalah memberikan pelayanan terhadap
Perangkat Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban
umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Ayat (4) . Cukup jelas,
Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 avat (1) - Cukup jelas,

ayat (2} . Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada
Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan
Kepala Sub Bagian dan  Kepala  Seks ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. “

Pasal 9 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 60



